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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dalam beberapa tahun ini telah memperlihatkan kepada masyarakat
Indonesia akan kesistematikan dan tingkat keparahan yang sangat tinggi, sehingga
diperlukan upaya-upaya yang serius dan signifikan terhadap pemberantasannya.l hal
ini secara jelas dapat di lihat dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas menyebutkan bahwa
“Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi
perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan

secara luar biasa™

Tindak Pidana Korupsi saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan
Konvensional melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime),
jika dilihat dari sisi korbannya. Pengaturan mengenai extra ordinary crime ini belum
terdapat di dalam KUHP seperti pada kejahatan konvensional lainnya, sehingga

membutuhkan peraturan khusus untuk menanggulanginya.

1 . g . . .

Bambang Widjojanto, ”Harmonisasi peran penegak hukum dalam pemberantasan k P
}egislasi Indonesia, Vol. 4 No. 1-Maret, 2007, Hlm 1. # e
Lihat dalam konsiderans Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Korban yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya terbatas pada
perseorangan saja melainkan juga pada masyarakat, bangsa dan Negara. Korupsi
merupakan kezaliman yang luar biasa karena telah mengabaikan nilai-nilai moral,
norma dan agama.’ maka untuk menanggulangi dan melakukan pemberantasan tindak
pidana korupsi ini harus dilakukan melalui cara-cara yang luar biasa pula.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada saat ini tidak hanya menjadi suatu
permasalahan pada suatu negara tertentu saja, tetapi juga sudah menjadi
permasalahan Internasional yang melibatkan banyak negara. Korupsi sudah menjadi
transnational crime yang pemberantasannya membutuhkan kerjasama dari berbagai
negara.’

Melihat dampak negatif yang sangat merugikan dari tindak pidana korupsi
tersebut, maka sudah sangat sewajarnya tindak pidana korupsi segera diberantas.
Pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh aparatur
negara saja, tetapi juga harus didukung oleh semua komponen para pihak dalam
berbagai aspek kehidupan, tidak hanya oleh pejabat negara tetapi juga dari pihak
masyarakat. Dengan dilakukannya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi itu

diharapkan akan dapat terwujudnya suatu penyelenggaraan Negara yang bebas dan

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

? Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Analisis dan Evaluasi
Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2007, Him 1.
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Hidayat Nur Wahid, ** Bahaya korupsi bagi perkembangan peradaban bangsa”, Jurnal Hukum dan
. . - . b
HAM di Bidang Pendidikan, Volume. 4 No. 2, Desember, 2006., Him. | ¢



Akan tetapi, dalam kenyataanya seringkali masyarakat tidak mau memberikan
informasi mengenai apa yang mereka ketahui tentang tindak pidana korupsi ini
karena mereka takut terhadap dampak akibat dari perbuatan mereka yang membantu
aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berkaitan hal tersebut, H. Muchsin mengungkapkan bahwa:’

_.am rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan

tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan

perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau
menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana
yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pada saat aparat penegak hukum bermaksud akan memulai proses penegakan
hukum yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana
korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan
terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa menghilangkan barang bukti,
mempengaruhi para saksi, membentuk opini dimasyarakat bahwa dirinya tidak
bersalah®.

Kedudukan saksi dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi yang
sangat penting yang sangat diperhatikan keberadaanya. Saksi merupakan alat bukti

yang utama dimana penempatannya terlihat dalam Pasal 184 KUHAP.’ Keterangan

saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses

..

5 3 =~

H. Muchsin, perlindungan saksi dan korban dalan perk j i P

s _ perkara pidana, Majalah huk BART073

PERADILAN. Tahun XXII No. 258 Mei. Ikatan Hakim Indonesia IKAHL 2007, i »-‘,R SpIe
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Op Cit. "}'\ =

" Pasal 184 KUHAP merumuskan bahwa alat bukt yane sah adalah - keteran
ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. o




persidangan, yang telah tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di
urutan pertama diatas alat bukti lainnya.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan
keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas
saat diperiksa di muka persidangan. la tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa
yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

Permasalahan yang utama yang kerap terjadi dalam suatu tindak pidana adalah
banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani
mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai.

Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi menjadi enggan untuk memberikan
kesaksian di Pengadilan, terutama dalam kasus-kasus besar seperti dalam kasus
korupsi.

Banyak sudah kasus korupsi yang terjadi di tanah air ini yang semakin
menunjukkan betapa pentingnya saksi itu harus di lindungi, seperti yang termuat
dalam surat kabar Harian Republika edisi 16 Maret 2005 menyuguhkan data bahwa
ada 11 saksi dan pelapor kasus korupsi yang malah diadukan dengan pasal
pencemaran nama baik (sumber ICW), diantaranya adalah kasus Endin Wahyudin
yang terjadi pada tahun 2001. Endin Wahyudin yang melaporkan dugaan suap yang
melibatkan Hakim Agung Marnis Kahar dan Supratini Sutarto serta mantan Hakim
Agung Yahya Harahap. Endin mengaku bahwa pada bulan September dan Oktober
1998, ia menyetorkan sejumlah uang operasional senilai 196 juta untuk

memenangkan perkara perdata Nomor 560. K/PDT/1997 dalam perkara yang




diperiksa oleh Hakim M, Yahya Harahap, Ny. Marnis Kahar dan Ny. Supraptini
Sutarto. Surat pengakuan penyetoran uang itu tertuang dala surat berkop ilkatan
Penyalur Surat Kabar dan Majalah (Ipsukam), yang dikirim pada tanggal 01 Mei
2000 dikantor Mahkamah Agung. Endin yang melaporkan hal ini kepada Tim
Gabungan Pemberantasan Tindal Pidana Korupsi (TGPTPK) ini bocor sehingga ia
diadukan oleh dua Hakim Agung tersebut ke Kepolisian dengan tuduhan menista dan
mencemarkan nama baik sehingga Endin pun di proses secara hukum. Kasus yang
dialami Endin Tersebut sempat menghebohkan negeri ini dan semakin
memperlihakan pentingnya seseorang itu harus mendapatkan perlindungan jika ia
mengetahui tentang suatu tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam catatan ICW
selama 2001-2006, sedikitnya terdapat 22 kasus dimana saksi/pelapor perkara korupsi

telah dikriminalisasi karena diadukan pencemaran nama baik atau pencurian

dokumen.?

Kriminalisasi terhadap saksi adalah pola pertama yang paling sering ditemukan,
khususnya dalam kasus-kasus kejahatan mengenai kejahatan korupsi. Para pelaku
biasanya melakukan upaya dengan cara melaporkan para saksi ke pihak kepolisian.
Biasanya Pasal-Pasal dalam KUHP yang sering digunakan pelaku adalah mengenai

pencemaran nama baik, memfitnah, perbutan tidak menyenangkan, bahkan dalam

8

http://www.kpk.go.id, Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi, diak :
pukul 13.10 WIB. psi, diakses pada tanggal 7 Mei 2008,



http://www.kpk.go.id

kasus tertentu para saksi dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan pelaku
itu sendiri.”

Fenomena yang sering terjadi adalah justru laporan pelaku inilah yang lebih
dulu ditindaklanjuti pihak kepolisian bahkan pengadilan. Sementara kasus yng
dilaporkan saksi menjadi tertunda dan hilang oleh perkara baru tersebut.

Seringkali karena kurangnya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, termasuk keterangan saksi. maka hal ini menyebabkan pelaku tindak pidana
akhirnya di vonis bebas oleh Majelis Hakim. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus
maka akibatnya akan sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan
bangsa dan lama-kelamaan akan mengakibatkan ketiadaan rasa keadilan dan rasa
kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang
perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan dikeluarkannya undang-undang
tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam
suatu tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. akan tetapi, didalam Undang-
Undang No.13 Tahun 2006 tersebut tidak menyebutkan berdasarkan Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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" ]};;thl/l/awww.elsam.or.id, Saksi dalam Ancaman, Hlm 2, diakses pada tanggal 26 Mei 2008, pukul
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Maka timbul pertanyaan apakah saksi dalam Tindak Pidana Korupsi dilindungi oleh
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 atau dengan kata lain apakah Undang-undang
No. 13 Tahun 2006 bisa berlaku juga terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.
Dengan memperhatikan dari pentingnya keterangan saksi terhadap
pengungkapan dari suatu tindak pidana apalagi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang
sedang melanda Béngsa ini, dan juga dengan melihat begitu luasnya pembahasan
mengenai saksi ini maka penulis menganggap perlu untuk mengangkat permasalahan
tersebut dalam penulisan skripsi dengan hanya membatasi permasalahan dengan judul
> PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI ”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya keterangan
saksi terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, maka yang diajukan sebagai
permasalahan dalam skripsi ini adalah :
a. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap saksi dalam
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan

terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi?



C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup

pembahasan yaitu pembahasan mengenai perlindungan yang akan diberikan oleh

penyidik terhadap saksi dalam proses peradilan pidana serta faktor-faktor yang

menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap saksi tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1

Tujuan
Bertolak dari rumusan masalah, penelitian dilakukan dengan tujuan :
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi saksi dalam Tindak
Pidana Korupsi yang diberikan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan sampai
tingkat Peradilan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan terhadap
saksi dalam tindak pidan korupsi.
Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi
bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai

perlindungan terhadap saksi dalam Tindak Pidana Korupsi.
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2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharakan dapat menambah dan memberikan
masukan bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar
lebih mengetahui tentang pentingnya perlindungan hukum yang

diberikan kepada saksi dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan
merupakan penelitian deskriftip Analitis dengan pendekatan yuridis
empiris, yakni menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan
terhadapa saksi dalam tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi. |
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif,
yaitu data yang berupa keterangan, penjelasan dan informasi dari sumber
utama, selain itu juga data diperoleh dengan cara meneliti dan

mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
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b. Sumber data:

1 Data Primer
Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan penulis adalah data
primer yaitu data yang diperoleh penulis melalui studi lapangan
langsung dari sumber utama, yang dilakukan dengan wawancara bebas
terpimpin yaitu, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan
sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi
pertanyaan.

2. Data Sekunder
Data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang berhubungan
dengan penelitian berupa : Undang-undang, buku, tulisan-tulisan
ilmiah, jurnal hukum, artikel, majlah, surat kabar, kamus hukum, dan
lain-lain. Data dari penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan

mempelajari bahan-bahan pustaka.

3. Teknik Penentuan Informan
Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang memiliki
pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah perlindungan
hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.
Dalam penentuan Informan dilakukan secara Purposive Sampling

(bertujuan) dengan alasan informan berwenang serta memiliki
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pengetahuan mengenai permasalahan. Informan yang ditujukan terdiri
dari:
a. Poltabes Palembang, terdiri dari:
1 orang anggota Badan Satuan Reskrim Poltabes Palembang.
b. Kejaksaan Negeri Palembang, terdiri dari:
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
1 orang Jaksa Fungsional.
c. Pengadilan Negeri, Palembang, terdiri dari:

I orang Hakim Kelas I A Pengadilan Negeri Palembang

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam menghimpun data-data
dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan di
Palembang, yaitu:

a.  Kepolisian Kota Besar Palembang

b.  Kejaksaan Negeri Palembang

c.  Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

S. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat melalui studi lapangan

(field research) dan studi kepustakaan (library research).
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a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dilakukan dengan cara

wawancara (inferview guide) dengan menggunakan daftar pertanyaan

terbuka yang ditujukan pada informan penelitian yaitu Kepolisian,

Jaksan dan Hakim.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan

(Library research), penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan

mempelajari bahan-bahan pustaka, berupa:

a. Bahan Hukum Primer
Yaitu, Kitab Umum Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Krupsi, UU No. 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 28 Tahun
1999 Tentang Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme serta peraturan Perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan hukum Sekunder
Yaitu: bahan-bahan yang relevan dengan bahan hukum primer
berupa asas-asas hukum, toeri-toeri hukum, yurisprudensi, doktrin

dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitiah.
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¢. Bahan Tersier

Yaitu : bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum
primer dan tersier, berupa buku-buku, jurnal hukum, kamus
hukum, kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan

Kamus Bahasa Belanda.

6. Analisis Data
Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan
dikumpulkan dan dilakukan secra deskriptif kualitatif, yaitu analisis
terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan

pokok permasalahan penulisan ini.
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